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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum bedasarkan
pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945)*. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat
yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis karena
mengikutsertakan rakyatnya dalam suatu pengambilan kebijakan. Indonesia
sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan
segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum
yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional
Indonesia merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen—elemen hukum
yang saling berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup terkecil yaitu desa
sampai lingkup terbesar adalah negara. Sehingga peraturan yang mengatur itu
pun berbeda-beda dari setiap lingkupnya. UUD 1945 merupakan Konstitusi
Negara Republik Indonesia telah diamandemen sebanyak empat kali melalui
sidang MPR. Amandemen pertama ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1999,
amandemen kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen
ketiga ditetapkan pada tanggal ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan

amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Sebagaimana

! pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945



ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-ndangan, jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan terdiri atas :>

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Buepun-6uepun 1Bunpuig e1din ¥eH

(c) Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(d) Peraturan Pemerintah;

(e) Peraturan Presiden;

(F) Peraturan Daerah Provinsi;dan

(g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

INIS ralie

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan

~nn Bkie
sIn) eAJE

bahwa :

“Peraturan Daerah Kabupaten / Kota adalah Peraturan Perundang

\UBull UED ueyjuinju

ejep 1u

L

ngs;

Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /

njuag

Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota.”

Berdasarkan pengertian peraturan daerah tersebut di atas, jelas

Jaguins uey

undede ¥

menyebutkan bahwa kedudukan DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di
Kabupaten dan kota jelas merupakan lembaga menjalankan kekuasaan

legislatif di daerah. Di samping itu, pengisian jabatan keanggotaannya juga

B)SNS NN wizl edue)
| uesijnuad

neje iy

dilakukan melalui pemilihan umum. Baik DPRD maupun Kepala Daerah,

|
|

‘nel

yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota samasama dipilih langsung oleh rakyat.

uenelun
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2 Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
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Keduanya lembaga legislatif dan eksekutif, sama-sama dipilih langsung oleh
rakyat, dan sama-sama terlibat dalam proses pembentukan suatu Peraturan
Daerah. Karena itu, seperti halnya Undang-Undang di tingkat pusat, Peraturan
Daerah dapat dikatakan juga merupakan produk legislatif di tingkat daerah
yang bersangkutan, dan tidak disebut sebagai produk regulatif atau executive
acts.’

Adanya pembentukan DPRD di daerah dapat pula dikatakan sebagai
adanya suatu perwujudan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang
mana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah yang mana lebih menekankan pentingnya
otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan nasional. Hal ini
didasarkan pada suatu asumsi yang mana masyarakat daerah yang
bersangkutanlah yang lebih mengetahui dinamika daerahnya sendiri.

Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia sangatlah banyak, yang
memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat yang berbeda. Peran
Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam mengatur masyarakatnya, oleh
karena itu dalam pembuatan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan
kondisi masyarakatnya yang cenderung dinamis. Di antaranya Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Sampai saat ini, Indonesia masih tergolong Negara yang sedang maju
dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Dari beberapa banyak

masalah sosial yang ada sampai saat ini, pengemis adalah masalah yang perlu

% Jimly Assiddiggie, Perihal Undang-undang, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012 ), hal. 32-33
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harus di perhatikan lebih dari pemerintah,* karena saat ini masalah tersebut

o
e

sudah menjadi bagian dari kehidupan kota-kota besar, terutama seperti
Pekanbaru.

Penyebab dari semua itu antara lain adalah jumlah pertumbuhan
penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai
dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama, Keadaan ini mendorong
penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib, tapi

sayangnya, mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan

yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak

Uell

neipe
1elE

produktif dikota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka
bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta

(mengemis).” Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan

{ > " -~ |- ~
Aiey yninjas

sin) B

jalan dan perempatan lampu merah untuk mengemis, mengamen, di antaranya

oWl uep
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Jeiw|l eAles

kebanyakan anak-anak di bawah umur yang masih mempunyai masa produktif

WE|E

untuk bersekolah, kegiatan tersebut di lakukan tanpa memperdulikan norma

ynuaq

w

sosial.®
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Padahal jelas dalam UUD 1945 telah diatur bahwa fakir miskin dan

1ode|

anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Berdasarkan Pasal 8 bab \V peraturan

daerah kota Pekanbaru tentang ketertiban sosial berbunyi :
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* Bagong Suyanto, Anak Terlantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), hal. 213

® Soetomo.Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. (Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2008), hal.38

®http://www.illosum.wordpress.com/2012/07/13/penanganan-gelandangan-dan-pengemis,
gepeng diakses tanggal 23 oktober hari kamis jam 08.21 wib

" Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945
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“Penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakan razia oleh
satuan kepolisian pamong praja dan bekerja sama dengan kepolisian, razia di
lakukan secara kontenyu antar lintas instansi di tempat-tempat umum, setiap
orang yang terjaring dalam razia akan di tangkap dan di proses secara
hukum, tindak lanjut razia di kaordinasikan oleh dinas sosial untuk di lakukan
pembinaan baik oleh panti asuhan atau panti swasta ”

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada

kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan didalam

kaidah-kaidah dan penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan

Uell

neipe
1E]E

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.® Sebagai sumber hukum

perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang

{ > " -~ |- ~
Aiey yninjas

lain, karna ia dikaitkan pada kekuasaan tertinggi disuatu negara dan memiliki

sin) B

kekuasaan yang memaksa yang kuat.
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Berdasarkan pengamatan dan obserfasi penulis serta berdasarkan

WE|E

sumber data yang dapat dipercai, terkhusus di kecamatan Marpoyan Damai

ynuaq

w

masih banyak terdapati anak jalanan yang masih melakukan kegiatanya di

UelL

Jaquins uey)
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antaranya di persimpangan lampu merah, berdasarkan hasil wawancara

1ode|

bersama Kepala dinas sosial (disos) Kota Kekanbaru, Husminar Abdullah

melalui kepala bidang rehabilitasi, Elly Farsyah SH, di dapati data yaitu :

¥ uesijnuad ‘ue

Kurang berjalanya perda kota pekanbaru disenyalir menjadi penyebab

Sl
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maraknya anak jalanan yang beraksi diberagai perempatan lampu merah di

nery

sekitar Kota Pekanbaru.

uenelun
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8 Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 5
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Untuk mengantisipasi menjamurnya pengemis di Kota Pekanbaru
maka pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah No
12 Tahun 2008 tentang ketertiban Sosial. adapun tujuan Peraturan Daerah
Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah untuk meningkatkan
usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan
berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial. Sasaran dari Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 ini adalah terwujudnya ketentraman sosial
sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang
berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara
tertib, teratur nyaman dan tentram.

Pelaksanaan penanggulangan pengemis Dinas Sosial dan Pemakaman
pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan juga keputusan Kepala Dinas
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru nomor : 270D/462.2-REHSOS/2012,
tentang penunjukan anggota tim penanggulangan pengemis kegiatan
pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial tahun 2012 di Kota Pekanbaru
dalam surat keputusan itu berisi tentang pelaksanaan koordinasi
penanggulangan, penertiban dan pembinaan terhadap penyandang masalah
pengemis di Kota Pekanbaru antara Dinas Sosial dengan Satpol PP tentang
penertiban gelandang pengemis (gepeng) di kota Pekanbaru harus bekerja

sama dalam penanggulangan, penertiban dan pembinaan terhadap gepeng.®

keputusan kepala dinas sosial dan pemekaman kota pekanbaru nomor

270D/462.2REHS0S/2012, tentang penunjukan anggota tim penganggulangan gelandangan dan
pengemis kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial tahun 2012



B|ep Ul SIn} eAle

L

njuag

undede ¥

B)SNS NN wizl edue)

|
|

‘nel

%

ueneful} neje yiu

nens

‘yejesew

INIS ralie

\UBull UED ueyjuinju

ngs;

Jaguins uey

Buepun-6uepun 1Bunpuig e1din ¥eH

Dari pemaparan pemasalahan di atas penulis tertarik meneliti tentang :
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Ketertiban Sosial Terhadap Penertiban Anak Jalanan (Studi

Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai ).

~ Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta
untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis
memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008
tentang Ketertiban Sosial Terhadap Penertiban Anak Jalanan (study kasus di

Kecamatan Marpoyan Damai).

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat di
rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12
Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial Terhadap Penertiban Anak Jalanan
(study kasus di kecamatan Marpoyan Damai) ?

2. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial Terhadap

Penertiban Anak Jalanan (studi kasus di Kecamatan Marpoyan Damai) ?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

I
N
o)
=
o)

!
(D
3
o

a. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru No 12 tahun 2008 tentang Kketertiban sosial terhadap

]Je ueibeqas
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SN

penertiban anak jalanan (study kasus di Kecamatan Marpoyan Damai).

3

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Implementasi

1By Ynunje

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang

s} eA

Ketertiban Sosial terhadap Penertiban Anak Jalanan (study kasus di

auej ul

P

Kecamatan Marpoyan Damai).

e

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan peneliti dari penelitian ini yaitu

B¥ uesijnuad

antara lain :

\UBLW UED ueyunjueduawl

a. Secara peraktis di harapkan penelitian ini sebagai masukan bagi dinas

Weep Ul SN} eAIBY yninjas

sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru untuk menjalankan peraturan

peraturan perundang-undangan dengan baik.

Jaguins ueyings/

b. Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam
ilmu hukum.

c. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil penelitian

B)sSnNg NN wzl edue) undede ynjuaq
| uesijnuad

neje i
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ini dan juga dapat di jadikan bahan pertibangan bagi peneliti lain yang

nery

ingin meneliti lebih lanjut.
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E.  Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah suatu system dari prosedur dan teknik
penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan di
teliti.’® guna mendukung suksesnya penelitian ini baik dalam rangka
memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap
tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menerapkan
metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu
penelitian yang di lakukan untuk mengetahui bagaimana hukum itu di
jalankan termasuk peroses penegakkan hukum (law informant), dan sifat
dari penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data yg digunakan
angket,observasi dan wawancara, analisis dari penelitian sifatnya
eksploratif dan deskriptif.
2. Populasi dan Sampel
Populasi adalah kesuluruhan dari objek pengamatan atau objek
yang akan diteliti, sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang di
anggap mewakuli populasi atau yang menjadi objek penelitian.** adapun
teknik pengambilan sample yang di lakukan penulis yaitu teknik Random

sampling, yaitu pengambilan sample dari anggota populasi yang dilakukan

197ainal abidin, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta sinar grafika, 2013), hal. 12
“jusuf soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta : mitra wancana media,
2012),hal 141
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secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada didalam populasi itu.*?
Adapun yang menjadi populasi adalah 1 kepala Dinas Sosial Kota
Pekanbaru, 1 bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah SATPOL PP
Kota Pekanbaru, 5 orang anak jalanan Kecamatan Marpoyan Damai dan 3

orang masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai. dari jumlah populasi

U uep uejwnuwnbBuaw Buele|

Buepun-6uepun 1Bunpuig e3din j¥eH
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tersebut sampel yang diambil adalah 1 orang kepala dinas sosial kota

~r
A9l

2Bunus

lad ue

5 pekanbaru, 5 orang anak jalanan Kecamatan Marpoyan Damai dan 3 orang

e

U

O
=)
=
w
D

masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

nele ueipeqge

o ? = J No Nama Populasi Populasi | Sample Presentase
Siaiad 1 Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru 1 1 100%
= 2 8 2 BID. Penegakan Perundang-undangan ik 1 100%
2o = Daerah SATPOL PP Kota pekanbaru

5 i S 3 Anak jalanan kec Marpoyan Damai 10 5 50%

= (S ) 4 Masyarakat kec Marpoyan Damai 10 8 30%

a B a Jumlah 22 10 280%
S 3. Sumber Data

o Data yang akan di pakai dalam penelitian ini adalah :

_ a. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari
= sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan,
S © dalam bentuk tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

N >

c o b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen resmi, buku
o =]

2 2 yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam
2 b bentuk laporan, skripsi, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.*?

uenelun

2Amirudin zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Pt Rajawali
Pers, 2009), hal. 134
3 Burhan Assofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rineka Cipta,2010), hal. 26
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c. Data tersier adalah data pendukung untuk menjelaskan data perimer
dan data sekunder, seperti kamus hukum.
Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang penuls gunakan dalam penelitian
ini adalah :
a. Observasi
Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan
pengamatan secara langsung atau tampa alat terhadap gejala-gejala
subjek yang akan di selidiki baik pengamatan di lakukan dalam situasi
sebenarnya maupun di lakukan di dalam stuasi buatan, yang khususnya
di adakan."
b. Wawancara
Adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan
kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian.
Analisis Data
Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan adalah
mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang di peroleh dari
instrument penelitian, kemudian disusun dan diatur di kelompokan sesuai
dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah
data berhasil di kumpulkan, diteliti menyangkut kejelasanya, konsistenya,
dan hubunganya, dengan pokok maslah lalu di tarik suatu kesimpulan dari

hal-hal umum kekhusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam

“Ibid, hal. 19
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penelitian ini, metode yang penulis lakukan adalah metode kualitatif, yaitu

metode yang menggambarkan suatu permasalahan dan menarik

kesimpulan dari permasalahan yang di teliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan di sajikan dalam penelitian ini terdiri

dari bab pertama sampai bab kelima, yaitu yang terdiri dari :

BAB |

BAB Il

BAB III :

BAB 1V :

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar
belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan
sistematika penulisan.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang sejarah Kota Pekanbaru,
sejarah kecamatan Marpoyan Damai dan struktur organisasi
Kecamatan Marpoyan damai.

TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini dituangkan mengenai tinjauan teori tentang
kesejahteraan sosial pasal 34 wundang-undang dasar 1945
(amandemen), dan membahas ketertiban serta teori tentang
ketertiban sosial anak jalanan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di tuangkan tentang Implementasi Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Ketertiban Sosial Terhadap Anak Jalanan (studi kasus kecamatan
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Marpoyan Damai), faktor dalam pelaksanaan peraturan daerah
Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Anak
Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang

Jalanan (studi kasus Kecamatan Marpoyan Damai).

diberikan berkaitan dengan hasil penelitian.
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